
'.-"",- ~'"-,

PasaJ.

(3)

(2) Tiap satuan-organisasi itu dipimpin dan dikoord . ,ol'eh se
Pembantu Menteri jang bertanggung-djawab kepadac14ent~ri Urus
Anggaran. Negara mengenai segala hal-ichwal..birq~bj_;t;"o>jD.Il.gdip
pin/dikoordinir olehnja. . ,'~,,<;:'~t.:~;;~:'~~\:::?·'
Ment,eri _Urusan Anggaran Negara memimpin dan mengkqordinir .pe__~,.
djaan para Pembantu Menteri. -. . <'i;~"i }~t:r~'
Menteri Urusan Anggaran Negara dapat memperbantUka.l:;:}:b~berapa
gawai tinggi kepada dirinja dengan mengingat pera~~~-pera~~~.,
j ang berlaku terhadap memperbantukan pegawai tingg:t:~};~;:ti

,_... ·(::~?t '

a. bahwa d.engan surat keputusan kami tanggal J.6 ~e:ptember .
No.242 tiahun 1964 teltah ditetapkan tugas Menteri "Urusan
AnggClrUIl Negara dan satuan-satuan organisasi jang _ada, s....·.Q,,~~":;;
rang dibawah pimpina.I.W.jaditingkatkan mendj'ad~,~:Departemen
A.nggo.ilan Begara; . ;:5:'{'/:';S: _(~\

b. bahwa oleh karena itu :perlu segera ditetapkan Orgp.rUsas1
dan Tatrucerdja Departemen Anggaran Negara itu;

1. pasal Lj, a.jat 1 Undang-undong Dasar;
20 Pe_raturan-peratur'an Presi.den Republik Indonesia No'. 4 di

sempurnakan dan No.5 tahun,1962 (disempurnakan) jo Pera ......'~'·":
an' presiden No. 1 tahun 1963; :--<,,- .' .' ,

3. Keputusan Presiden Re:publik Indonesia No.2J.5 tah~ J.964;
4. Keputuson Presiden Republik Indonesia No.242 tah~' ,J.964;,
5. Undang-undang No. J.OPrp tahun i960 jo Keputus~::\'"p~eside:r.i

No" 239 trarrun 1964; , '. . .'~.::~~:i1'i@-.~;:~.:;~t:'·<.~.::~le
Presidium Kabinet Republik Indonesia, dan'Menter:i:cKoordina1:(
Kompartemen Keuangan;

.:'1.' ;' >:. ,.'.' ,'"
II.[ EMU T U S K AN: . ;;t: .

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIKINDONESIA-TENTANGOR~~,~~.
DAN. TATAKERDJA DEPARTEMEN, AN~GARAN NEG.ARAo. .i; ·.,;~.:,~t~~~~~~"::{-

SUSUNANP~~A S!~AN-ORGANISASI DEPAR~~:~;
Pasal 1.

Untuk membantu Menteri Urusan Anggaran Negar~:i."da·.~El®"'mE~n'tmaikE:1.I
.tugasnj a sehari-hari/routine/ administratif dib_ ......,_.-,........
tuan-organisasi ~ masing-masing meJ.iputi SQ~"'~'Q"~n'"
biro dalam De:partemen Anggaran Negarao

(1)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSANPIlliSIDEN REPUBLIK INDONESIA
NO. 258 TAIIDN1964 --

TENTAIlG
ORGAHISASI D.ilN r.rATAY~RDJA DEPARTElVlEN

AlTGGAHAN nEG ABA.
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r;.1~~~~~i~~;-'--....-
;·.~~;"t~Pkan
;--i~' ",.j,X'·!/!

,>.', . .;.
"'<'0i~: ',' is;

;~ ,,~ _ • ,J.

:~i£~-/'~,·-:~J:;-·?>~':'·~:{A:·~.~.:"

~¥~¥engar
"~l\-.':,.,i," - o"
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b. Bi.roRentjana
e. Biro Rentjana
d~'Biro Anggaran

Pasa1 5•
': ;:(J.) ,Satuan-organisasi keempat me1iputi

.c ... ,;-:' .,-"

'{h" a. Biro Anggaran Pembangunan ;
:,._.' .. .: '\)~~'.

Kredit;
Devisa;
Moneter.

:So.tuan-organisasidisebut pada ajat (1) dipimpin dan dikoordinir
'Pembantu Menteri Urusan Pembinaan Moneter.

Pasal 6•
.Satuan-organisasi ke1ima meliputi
a. Biro Laporan Keuangan;
:,b~'Biro Neratja Kekajaan Negara.

(2) Satuan-organisasi. disebut po-do.ajat (1) dipimpin dan dikoordinir
Pembantu Menteri Urusan Laporan Kuangan Negara.

Pasal 7.
(:l)fMenteriUrusan Anggaran Hegara dapat mengadakan pez-ubah.an' daLrundj
. 21ah, tugas dan.tempat b:iro-biro dalam rangka pantja satuan_;,;organisa

'd;isebutda.Lam pasal 1, sepnndjang perkeIflbanganpelaksanaan tugasnja
menghendaki perubahan itu. ;;~)oi >

(2) Tiap biro dikepalai oleh seorang Kepala biro jang ditundj'l,lkdengan
surat keputusan Menteri Urusan Anggaran Negara. . .
, ,

(.3) ,'Tiap-tiapbiro dapat dibagi daLam bagian-bagian, jang masing-masing
dapa'bclibagipula da.l.amseksi-seksi. -.
Pembagian disebut disini dilakukan dengan'surat keputusan Menteri
lIrusanAnggaran Negara.

..... -,

BAB II.

a. Biro Anggaran Routine 8ipi1;
b. Biro Anggaran Routine Angkatan Bersendjata.

(2) Satuan-organisasi disebut pada ajat (1) dipimpin dan-dikoordinir 01
,Pembantu Menteri Urusan Anggaran Routine.

. .ti.

Pasa1 4.
($) SaDuan-organisasi ketiga me1iputi

- 2 -
Pasa1 2.

(1) Satuan-organisasi kesatu me1iputi
a. Biro Urusan Administrasi dan Organisasi;
b. Biro Pengaw~san Tata1aksana.

(2) Satuan-organisasi disebut pada ajat (1) dipimpin dan dikoordinir 01
Pembantu Menteri Urusan Umum •.

Pasa1 .3.
(1) Satuan-org~isasi kedua me1iputi

a. Biro Research;
b. Biro Hukum;
c. Biro Anggaran Revolusi •

.. (2) Satuan-organisasi disebut pada ajat (1) dipimpin dan dikoordinir 01
~ Pembantu·Menteri Urusan Research dan Hukum.

PRESIDEN
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Biro' pengawasan Tataluksana bertugas
a. melakukan' penguwD.san/pemeriksaan terhadap PE!~a,..Sla;~>.,.~~~i~rig~¥s

uang dan barang serta tata-usahGl. keuangan Depa±t-eme:c.';:A,iiggnranNe
.b. meneliti prosedur-prosedtir kerdja, membandingkan oiaja ciali,'manf

jang diperoleh karenanja serta memikirkan perbaikan-perbaikan dal
tatalaksana Departemen Anggaran Negara guna mempertinggi daja-guna
(effekti vi tas), effisiensi dan daj a-tahan personalia dan peng5U.u.ClLc;.I..Ilf.;.
peralatan-peralatan. \

Pasal 10.
-Biro Research bertugas : . i""

a. 'melakukan penjelidikan mengenai perkembangan serta' a:Jah,:~pe~geiuar
penerimaan Negara, pemberian kredi t, penggunaan devisa Serta· k:r;-e
luar negeri dan pengaruhnja terhadap pembentukan produks~ nasional
pembagian ~enjaluruh pendapatan Nasional dan antara gOlongan-gol
an fungsionil jang turut dalam pembentukan produksi nasional im;

Pasal 9.

Biro Urusan Administursi dun Organisusi bertugus :
a. mengadjukan sumbungun-anggaran:'.untuk: unggaran Departemen Anggaran

Negara,' menjelenggurakan pelaksanaannja dan me~buat pertangB~gan
dj awab dari pelaksanuan i tu;

b. m~njelenggarakan ~rusan umumkepegawaian, kesedjahteraan pegawai,
termasuk pendidikan dan perumahannja serta pemondokan pegawai di
~otel/losmen/mess; .

c. menjelenggarakan urusan peralatan dan perlengkapan termasuk peng
;kutan dengan kenduraan bermotor, antaranja pembelian, penjaJ.uron,
pentj atianan , pemeliharaan serta penghapusan cq. -pendjualan alat-al
jang berlebih dun tidak dapat digunakan lagi;

-d. menjelenggarakan ur-usan persatuan termaslilk peziez-Lmasm , pengiriman,
pemeliharaan dan penjimpanan surat-surat d.an. sebagainja.;

ceo menjelenggarakan tuta-rumah-tangga Departemen Anggaran-Negara, Kas
Departemen Anggaran Negara serta pembangunan/perbaikan/pemelihar

--bangunan kant or , rumah-rumah instansi, balai peristiral:l.atan,
rumah uzrtrukpegawai dan hal-hal j ang bertalian dengan perdj al
-dinas dalam dan luar Negeri; . .' · '.> .
menjelenggarakan/melantj arkan .Irubungan-drubungan dengan. D~~ '·.I...I'iOi',&U .. 'COI.fHf."'::

Hadan Pemerintah Tertinggi dan public relations (penerangan dan
.blisi tas) mengenui hal-ichwal Departemen Anggaran Negara; ,.-
mengatur persidangan/rapat:..kerdja/pertemuan berkenaan dengan
.Menteri Urusan Anggaran Negara;

h. menjelenggarakun pekerdjaan-pekerdjaan lain jang tida.k -termasuk
~ugas biro-biro lainnja.

BAB II.
TUGAS-TUGAS BIHO DALAMPANTJA SATUAN-ORG.A.NISASI·

DEPARTEMEN.
Pusul 8.

3
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d. membmmbing•••••••

Pasal 13.
,'Biro Anggaran Routine Sipil dan B~ro Anggaran Routine
~endjata bertugas :
a. memberi pedoman·teknis tentung penjusunan sumbangan-sumbangan ang

garan kepuda lembaga/badan/departemen j aug bersangkutan .',atas dasar
target-target kebendaan dan rentj ana keuangan j ang- di.tetapkan oLerr
Kabinet ,Republik Indonesia; .- .

b. menju suri .setj ar-a teknis terperintj i rentj ana Anggaran Routine atas
dasur target-target kebendaan dan rentjana keuangan jang di.tet~~,~,~~.
oleh Kabinet Republik Indonesia dan dengan memperha~ikan sumban,gem,~
sumbangan anggaran j arig telah di terima. ,"~ -,
Dalam menjusun rentjana anggaran pendapatan/penerimaan routine'di
adakan kerdja-sama dengan Departemen Urusan pendapatan,Pembiajaari.
dan Pengawasan; .,

c. menjiapknn dan mengirim dokumen-dokumenrentjana .Allggaran ROlltine '.
kepada DewanPervmlcilan Rakjat Gotong Rojong serta menjel.esaikan
dokumen-dokumennja un-'GWC penggunaan selandjutnja setelah rentjana,
angguran itu disetudjui oleh DewanPerwakilan Rakjat Gotong Rojong
dan disahkan oleh Presiden Republik Indonesia,

Biro Anggaran Revolusi bertugas, sesuai dengan petundjuk~peturidjw~
'mimp~ Besar Revolusi Indonesia, menjusun anggaran untuk hal-hal j
perlu diadakan guna mentjertai gerak r-omarrtLka, dinamika dan ,di.ul
revolus.i..

c , mempeladjari dan merantjangkan bentuk-bentuk hukum serta hubu:p.gan
t hubungun hukum dan hubungan-hubungan sosial/ekonom:is jang sedans,
tumbuh atau perlu ditumbuhkan dalam ekonomi terpimpin sU'paj~ dapat
dimani'aatkan dalam pelakso.naan tugas Menteri Urusan Anggaran Ne~nra~I:~~~

Pasal 120

mengerdjakan perundang-undangan i'ormil untuk mengadjpkan rentj~
undang-undang £\D.Ggaran-anggaran kepada DewanP~rwakilan Rakj at
Gotong Rojong ,serto. menjelesaikan perundang-undangan' formil ten-'
tang pelaksanaan unc.ang-eundang auggaran;
membentuk dokumen hw~um;

Biro Hukumbertuga.s :
Pasal 110

I.,

b. menjusun bahan-brulan untuk keperluan rentjana-rentjana keuangan
Anggarap. Moneter; ".~

c. menganalisa arigka-earig.kastatistik jang dibutuhkan langsung bagi
perentj anaan/penjusunan Anggaran Moneter; . .

'd. menjelidiki. kemungkinan dan memberi pertimbangan untuk mengadakan -
klasii'ikasi ekonomis dan i'ungsionil dari Anggaran Routime'dan pem
bangunan disamping. klasii'ikasi organisatmris jang ada se!carang; "

e'., membezrtrukperpustaka.D.n serta menerbi tkcll bibliografi seiijai:-a be~
kala j'ang berguna 'bagL pelaksanaan tugas Menteri Urusan Anggaran
.Negara.

- 4 -
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Pasal l5.
Biro Rentjana Kredit bertugas :
a. bersama-sama dengan Bank Indonesi~ dan Menteri Urusan Penertibari:,,_

Bank dan Modal Swasta menjusun suatu Rentjana Kredit; jang. memua.t'~J.:t:
djumlah-djumlal1. krcdi t-bank j ang akan dilaksana.kan' ol.eh·ban.k-=Qank~,
Negara dan bank--burik awaatia serta djumlah-'djumlElb.jang _diperprak
akan'dapat diperoleh dari dana-dana l.embaga-l.embugakeuangan sape
perbankan dan institut-institut perkreditan l.ainnja termasuk pena
nam-penanam insti tusionil dan darfu obligasi-obl.igasi·; :';;~""';'C

.. ->,~ ~,~~~:"."Jt

b. menjiapkan dan mengirim dokumen-dokumen'Rentj ana Kredi t kepade. De
wan Perwakilan R£L"k:jat Gotong Rojong serta menjelesaikan \dQkumen-_,_
dokumennja untuk penggunaan selcmdjutnju setel.ah rentjana itu di~·.
setudjui oleh DewanPerwakilan Rakjat Gotong Rojong dan disahkan
oleh Presiden Republik Indonesia.

Pasal l6.
Biro Rentjana Devisa bertugus :
a. bersama-sruna dengan Bank Indonesia menjusun suatu Rentjana Devisa

j ang memuat djumlah-djumlah devisa j ang akan disedia.kan. ol.eh bElpk.
punk devisa serta djumlnh-djumlah devise. jang diperkirukan akan"
dapat diperoleh dnri ekspor (bruto), djasa-djasa, pindjaman-pindj·
an luar negeri tcrmasuk jang berupa barang, grants dan sebagainja
dan lain-lain p(~nerimaan devisa;

b. menjiapkan dan mengirim dokumen-dokumenRentjana Devisa kepada De
Perwakilan Rakjat Gotong Rojong serta menjeles~ik~ dokumen-dokgm
njo. setelah rent;jana itu disetudjui oleh DewanPerwakilan R~kja.t
Gotong Rojong dun disahkan oleh P:;::'esidenaepublik Indonesia.

Pasal

Pasa1 14.
~iro Anggaran Pembangunan bertugas :
a. bersama....aama dengan Badari Perentj anaari PembcmgunanNasionaJ.
, rentjana 'Anggaran Pembangunan;

b.. menjiapkan dan mengirim dokumers-dokumenrentj ana .A.nggaranPembang
.' . an kepuda DewanPerwakilan Rakjat' Gotong Rojong serta menjelesaik

dokumen-dokumennja untuk penggunaan selandjutnja setelah rentjana
anggaran itu disetudjui DewanPerwakilan Rakjat Gotong Rojong dan
disahk:.an oleh Presiden Republilc Indonesia; ,

C'. membimbingpelaksanaan Anggaran Pembangunan atias dasar makro :rina
sii1 ekonomis da.Lam r arigka Anggaran Moneter dengan djaJ.an pendjat
an kredit untuk sesuatu masu tertentu sertu menjesuaikan kredit
di t i tu d.e.ngan uX'gensi kebutuhan-kebutuhan j ang timbul d.a.Lem prak
pelaksanaannja, tanpa mentjampuri detail-detail pelaksanaannja it
sendiri. L

d.- membimbingpelaksnnaan Anggaran Routine utas dusar makro finansii1
ekonomis daLamz-angka Anggaran Moneter dengan djalan pendjutahan
kredit untuk sesuutu masa tertentu serta menjesuaikan kredit-kredi
itu dengan urgensi kebutuhan-kebutuhan jang timbuJ. dalam praktek
pe1aksanaannja, tianpa mentjampuri detai-detui'1 pe1a.ksanaannja itu
sendiri.

- 5 -
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BAB III •.

e.

d.

c...

b.

a. mentjatat setjarn men:T'sb.t dan mekarri.s, menjusun dan menerbitikDD.
s,etj urn berkalu laporun-laporun j ang niemurrb angka-iangka reulisasi
Anggnran Routine, Anggarun Pembangunan, Rentjana Kredit dun Rentj
Devisn serta laporan-1aI'oran lain j-ang menggwnbarkan dengan tj az-a
tertentu perkembangan Keuangan Negara dulum satu tahun-anggnrun;
menjusun setjara terperintji perhitungan angguran/rentjana itu b
dasarkan Lapoz-an-d.apor-anjang disebut pada sub a sebagai pert
an-djawab a+ae pelnksanaannjn aeaudah penutupan sutu tahun-0I1P;I~D.rEl
serta menjiapkan dan roengirimkan dokumen-dokumen jang berkenaan d
ngan Rentj ana Undang-undang tentang pengesahan Perhi tung an Anggur
Rentjana itu keyada Badan Pemeriksa Keuangan dan achirnja kepada
DewanPerwa.kilan Rnkjat Gotong Rojong;
merentjanakan dan m.enetapkan sistim-sistim pembukuan dan kontrol
atas pembukuan i tu j ang harus didj alankan untuk menjusun Lapcz-an-«
Lapoz-an dan I'erhi tung an anggnran/rentj ana disebut po.da sub a dan
sub b.; ,

If

mengadakan dokumentasi tentang semua perdjandjian atau'persetudj
mengenai pindjaman-I'indjamnn arrear-a Republik Indone,sia dengan 1
negeri serta semua undang-sund.angatrau I'eraturan-I'eratu..:r'~ lainnja
atas kuasa undang-undang mengenai pindjaman-pindjaman ~epublik
Indone.sia atau pindj o.man2 satuan-satuan organi?asi ;lela,baik5.di 'Pus
maupun di Daerah, j arig diadakan d.Lda.Lamnegeri;
mengadakan I'entjatat8D. dan pembukuun tentang djalamija,pelal,>:sc;;..u'~"'~f.i,:ti.>:'
pemba.jaz-an tjitjilan dan bunga serta saldo jang masih terhutang
dari pindj aman-pindj amari disebut pada sub d , .

Pasal 19.
Biro Neratja Keknjaan Negnra bertugas
a. menjusun dan menertibkan setjara berkala neratja-neratja

Negara jang memuat dulam nilai uang milik-milik" piutang~piutang
atiau hak-hak La.Lrmj a, hutang-hutang atrau k;ewadjiban-kewadjibDll
lainnja dari Pemerintah Pusat/Daerah, baik jang ada pada satuan
satuan organisasi jang bersifat bukan-I'erusahnan maupun jang ber
sifat perusahaan, satu dan lain dengan kerdja-sama dengan satuan
satuan organisasi tersebut I'ada 1n3.umnjadan dengan Direktorat'
Akuntan Negara I'ada chususnj a. ' '

b. merentjanakan dan menetapkan instruksi-instruksi mengenai'p~ose
I'enjusunan neratja-neratja Kekajaan Negara itu serta-tjara-tjara
penilaian kompon.en-dcomporienri.ja , ~"'.c

- 6
Pasn1 17.

Biro Anggaran Moneter bertugns
a , membez-L antj ar-untj nr urrtuk penjusunan Anggnran -Moneter
tu1_:nn r;lo.fond jnng diperkennnkan bagi tinp komponennja
effek moneter unggo.rnn itu setjnra keseluruhan;

b. mengikuti pe1o.ksUl1.m:mkomponen-komponeniulggnran Moneter don memb
petundjuk-I'etun<.1jul>;;telJnt pada waktunj a suI'aj a realisasi duri kl::;lml:jif,':-:'
nen-komponen itu tc~tnp bergerak d.a.Lamz-ang'kaAnggnran Moneter dan
dapat mentjapai tudjuo.n-tudjuannja setjara kese1uruhan.-

Pasal 18.
Biro Laporun Keuangan bertugas

PRESi':':_,CN
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Ditetapkan di Djakarta,
,pada tangga1 7 Oktaber ~964.

PdilRESIDEN ~ INDONESIA

J. LEIMENA

Salinan-salinan surat keputusan ini disampaikan
untuk diketahui kepada :

1. Presidium Kabinet Republik Indonesia.
2. Semua Menteri Koordinator.
3. Semua Menteri.
,4. Sekretnr~at~e~a~~iuto.Kabinet'Republik Indonesia.
5. Sekretur~at. rc Sy ""c
6 Badon Pemerll\:sa•.euan~an. .. .:~., .

7- Ke ala Kantor Urusan egawa~. . dalam.lingkun,~ganKom~ar~emen
. p. ~ i:>ni-asekreto.ris/pembantu Menter~

• s~~-

Agar aup a.ja setiap orang dapatimengetahuinja memerinthhkan pengundang ;:
an Keputusan Frilisidenini dengan penempatannja dalam Berita Negura ' ~
Republik Indonesia.

Keputusan ini mulai berlaku pada hari ditetapkannja dan mempunjai
daja surut sumpai tanggal 27 .Agustus1964.

Pasal 22.

Peso. 1 21.
Hal-hal jang belum atau belum tjukup diatur dalum keputusan ini
ditetapkan oleh Menteri Urusan Anggaran Negura.

IC~TENTUAN PENUTUP.

(4) Pembiajaan panitia-panitia dibebankan atas angguran Departomen
Anggaran Neguru.

BAB IV.

Panitia-punitia terdiri atas beberapa ahli dari berbagai sektor/
bidang/golongan masjurakat.
Para iUlggotanja diungkat dan dihentikan dengan surnt (
keputusan Menteri Urusen Anggaran Negara.
To.tb:kerdjadan.musjawaz-ah pand,tia-panitia ditetapkan oleh Menteri Iti
Vrusan Anggaran Negara.

I J~
! ~

! ,~
Menter~ Urusun Angguran Negara membentuk:pam tia-panitin jaug dap!;:,'
member~ pendapat dan pertimbangan politis, sosial-ekonomis, juri~;
dan teknis tentang hal-ichwal Anggaran Moneter. I',;

;::

KETENTUAN - CHUSUS.
.Pasal 20.

BAB III.

-7-
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